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BAB III 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pelayanan Kesehatan 

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia di samping 

sandang pangan dan papan, tanpa hidup yang sehat, hidup manusia menjadi 

tanpa arti, sebab dalam keadaan sakit manusia tidak mungkin dapat melakukan 

kegiatan sehari-hari dengan baik. Selain itu orang yang sedang sakit (pasien) 

yang tidak dapat menyembuhkan penyakitnya sendiri, tidak ada pilihan lain 

selain meminta pertolongan dari tenaga kesehatan yang dapat menyembuhkan 

penyakitnya dan tenaga kesehatan tersebut akan melakukan apa yang dikenal 

dengan upaya kesehatan dengan cara memberikan  pelayanan kesehatan.
17

 

Untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan  masyarakat, banyak hal 

yang perlu diperhatikan. Salah satu diantaranya mempunyai peranan yang 

cukup penting ialah mnyelenggarakan pelayanan kesehatan. Adapun yang 

dimaksud dengan pelayanan kesehatan ialah setiap upaya yang 

diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi 

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan 

menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, 

kelompok dan/ataupun masyarakat.
18

 Dalam hal itu pelayanan kesehatan 

merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat dalam 

rangka meningkatkan, memelihara, dan memulihkan kesehatan masyarakat, 

                                                             
17 Wila Chandrawila, Hukum Kedokteran, (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 35. 
18 Abdul Bari Saifudin, Dkk,  Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal, 

(Jakarta : PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2009), Ed. 1, Cet, 5, h.18 
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yang meliputi pelayanan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Dalam 

arti sempit, upaya itu dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memberikan 

pengobatan kepada seseorang yang sakit, dalam hal ini contohnya rumah 

sakit.
19

 

Syarat pelayanan kesehatan yang baik setidak-tidaknya dapat 

dibedakan atas 13 macam
20

, yakni tersedia (available), menyeluruh 

(comprehensive), terpadu (integrated), berkesinambungan (continue), 

adil/merata (equity), mandiri (sustainable), wajar (appropriate), dapat 

diterima (acceptable), dapat dicapai (accessible), dapat dijangkau 

(uffordable), efektif (effective), efisien (efficient), serta bermutu (quality). 

Ketigabelas syarat pelayanan kesehatan ini sama pentingnya. 

Dari ketigabelas syarat menurut Azwar dalam buku Pengantar 

Administrasi Kesehatan, ada beberapa penjelasan pelayanan kesehatan 

masyarakat agar dapat disebut sebagai suatu pelayanan yang baik, harus 

memiliki berbagai persyaratan pokok. Syarat pokok pelayanan kesehatan 

yaitu:
21

 

1. Tersedia dan berkesinambungan (available and continuous)   

Syarat pokok pertama pelayanan kesehatan adalah harus tersedia di 

masyarakat (available) serta bersifat berkesinambungan (continuous), 

artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat 

                                                             
19 Sri Praptianingsih, Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di rumah 

Sakit, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 19.  
20 Abdul Bari Saifudin, Lok.Cit. 
21 Azwar, Pengantar Administrasi Kesehatan, Ed 3, (Jakarta : Binarupa Aksara,1996). Hal.16 
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tidak sulit untuk ditemukan, serta keberadaannya dalam masyarakat pada 

setiap dibutuhkan. 

2. Dapat diterima dan wajar (acceptable and appropriate)   

Pelayanan kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan 

dan kepercayaan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang bertentangan 

dengan adat istiadat, kebudayaan, dan kepercayaan masyarakat, serta 

bersifat tidak wajar bukanlah suatu pelayanan kesehatan yang baik.   

3. Mudah dicapai (accessible)   

Pengertian ketercapaian adalah dari sudut lokasi. Pengaturan 

distribusi sarana kesehatan menjadi sangat penting untuk mewujudkan 

pelayanan kesehatan yang baik. Pelayanan kesehatan dianggap tidak baik 

apabila terlalu terkonsentrasi di daerah perkotaan saja dan tidak ditemukan 

di pedesaan.   

4. Mudah dijangkau (affordable)  

Pengertian keterjangkauan terutama dari sudut biaya. Biaya 

pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kemampuan ekonomi 

masyarakat.   

5. Bermutu (quality)   

Mutu menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan 

yang diselenggarakan, disatu pihak dapat memuaskan para pemakai jasa 

pelayanan, dan di pihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan 

kode etik serta standar yang telah ditetapkan. 
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Rumah Sakit adalah penyedia jasa pelayanan kesehatan sebagai salah 

satu fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan upaya 

kesehatan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan. kemudian Pasal 3 huruf a 

UndangUndang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. menyebutkan 

bahwa penyelenggaraan rumah sakit bertujuan mempermudah akses 

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Rumah Sakit bukan 

(persoon) yang terdiri dari manusia sebagai (naturlijk persoon) melainkan 

rumah sakit diberikan kedudukan hukum sebagai (persoon) yang merupakan 

(rechtspersoon) sehingga rumah sakit diberikan hak dan kewajiban menurut 

hukum.
22

 

Didalam ketentuan Umum yang ada pada Undang-undang Kesehatan 

memang tidak disebutkan secara jelas mengenai Pelayanan Kesehatan namun 

hal tersebut tercermin dari pasal 1 Ketentuan Umum angka (11) bahwa upaya 

kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang 

dilakukan dalam rangka untuk kepentingan kesehatan di masyarakat. 

walaupun tidak diuraikan secara jelas mengenai pelayanan kesehatan namun 

kita dapat memahaminya melalui pengertian-pengertian yang dikemukakan 

oleh sarjana sebagai berikut ini :  

Menurut Levey dan Loomba Pelayanan Kesehatan Adalah upaya yang 

diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi 

                                                             
22 Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum untuk Perumah Sakitan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2002), h. 91. 
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untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan 

menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, 

kelompok, atau masyarakat. Jadi pelayanan kesehatan adalah sub sistem 

pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah promotif (memelihara dan 

meningkatkan kesehatan), preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan 

rehabilitasi (pemulihan) kesehatan perorangan, keluarga, kelompok atau 

masyarakat dan lingkungan.Yang dimaksud sub sistem disini adalah sub 

sistem dalam pelayanan kesehatan adalah input, proses, output, dampak, 

umpan balik. 

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Levey dan Loomba 

Hendrojono Soewono juga menyebutkan bahwa yang dimaksud pelayanan 

kesehatan adalah setiap upaya baik yang diselenggarakan sendiri atau 

bersama-sama dalam suatu organisasi untuk meningkatkan dan memelihara 

kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit dan memulihkan 

kesehatan yang ditujukan terhadap perorangan, kelompok/masyarakat.
23

 

 

B. Standar Pelayanan Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 

Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan  

 

Standar pelayanan kesehatan di rumah sakit yang diatur dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar 

Pelayanan Minimum Bidang Kesehatan, berarti hal tersebut harus sesuai 

dengan yang ada di dalam peraturan menteri kesehatan. Dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan 

                                                             
23 Hendrojono, Soewono, Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Kedokteran dalam 

Transaksi Teurapetik, (Surabaya: Srikandi, 2007), h. 100-101. 
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Minimum Bidang Kesehatan pasal 1 mengatakan bahwa “Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM Bidang 

Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 

penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara 

minimal.” Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap 

warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai 

dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu 

bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang 

yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan 

kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap 

warganegara. 

Bagian penting dari suatu pelayanan kesehatan adalah tersedia dan 

dipatuhinya standar, karena pelayanan kesehatan yang bermutu adalah bila 

pelayanan tersebut dilaksanakan sesuai dengan standar yang ada. Umumnya 

petugas banyak menemui variasi pelaksanaan pelayanan kesehatan. Dalam 

penjaminan mutu pelayanan kesehatan standar digunakan untuk menjadikan 

variasi yang ada seminimal mungkin.
24

 

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan 

termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan consensus semua 

pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, 

keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa yang akan 

datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. 

                                                             
24 Bustami, Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Akseptabilitasnya, (Jakarta: Erlangga, 

2011). h. 21. 
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Dari pengertian di atas maka apabila dihubungkan dengan standar 

pelayanan kesehatan maka disini sudah pasti berhubungan dengan pemberi 

pelayanan kesehatan itu sendiri seperti puskesmas atau rumah sakit sebagai 

tempat yang memberikan pelayanan kesehatan, dan secara langsung hal 

tersebut berhubungan dengan tenaga kesehatan, maka untuk mengetahui 

standar pelayanan kesehatan kita dapat melihatnya dari standar profesi medik/ 

standar kompetensi tenaga kesehatan.
25

 

Untuk mengetahui standar pelayanan kesehatan maka harus melihat 

pada standar pelayanan kesehatan yang harus dimiliki oleh pemberi pelayanan 

kesehatan dalam hal ini penyedia layanan kesehatan seperti puskesmas atau 

rumah sakit dan dari tenaga kesehatan itu sendiri seperti dokter, perawat, 

apoteker, sarana dan prasarana dan lain-lain. Pelayanan kesehatan baik di 

puskesmas, rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan lainnya merupakan 

suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait, saling 

tergantung, saling mempengaruhi antara satu sama lain. Standar pelayanan 

kesehatan yang baik terdiri dari 3 (tiga) komponen yang harus dimiliki yaitu 

adanya masukan (input), proses yang dilakukan, dan hasil yang di capai 

(outcome).
26

 

1. Masukan (Input)  

Masukan (Input) yang dimaksud di sini adalah sarana fisik, 

perlengkapan dan peralatan, organisasi dan manajemen keuangan, serta 

sumber daya manusia dan sumber daya lainnya di puskesmas dan rumah 

                                                             
25 Indra Bastian Suryono, Penyelesaian Sengketa Kesehatan, (Bandung: Salemba Medika, 2011), h. 

182-183. 
26 Bustami .,Op.cit.,16-17 
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sakit. Beberapa aspek penting yang harus mendapat perhatian dalam hal 

ini adalah kejujuran, efektivitas, serta kuantitas dan kualitas dari masukan 

yang ada.  

Pelayanan kesehatan yang baik memerlukan dukungan input yang 

bermutu yaitu sumber daya yang ada perlu diorganisasikan dan dikelola 

sesuai dengan perundang-undangan dan prosedur kerja yang berlaku 

dalam hal ini adalah memiliki tenaga kesehatan yang baik yang bekerja 

secara profesional.  

2. Proses yang Dilakukan  

Proses adalah semua kegiatan atau aktivitas dari seluruh karyawan 

dan tenaga profesi dalam interaksinya dengan pelanggan. Baik tidaknya 

proses yang dilakukan di puskesmas atau rumah sakit dapat diukur dari:  

a) Relevan atau tidaknya proses yang diterima oleh pelanggan dalam hal 

ini pasien;  

b) Efektif atau tidaknya proses yang dilakukan;  

c) Dan mutu proses yang dilakukan. 

Variable proses merupakan pendekatan langsung terhadap 

pelayanan kesehatan. Semakin patuh petugas atau tenaga kesehatan 

terhadap standar pelayanan kesehatan, maka semakin baik pula standar 

pelayanan kesehatan yang dimiliki.  

3. Hasil yang dicapai (outcome)  

Hasil yang dicapai disini adalah merupakan tindak lanjut dari 

pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap pasien, apakah pelayanan 

kesehatan yang diberikan telah sesuai dengan standar pelayanan kesehatan 
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yang ada atau tidak dapat dilihat dari hasil pengobatan yang diberikan 

kepada pasien dan apakah pasien tersebut dengan melihat dari kepuasan 

pasien terhadap pelayanan kesehatan tersebut.  

Pada saat ini batasan tentang standar yang di pandang cukup tinggi 

adalah
27

: 

1. Standar adalah keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan 

sempurna yang dipergunakan sebagai batas penerimaan 

2. Standar adalah kisaran variasi yang masih dapt di terima 

3. Standar adalah rumusan tentang penampilan atau nilai diinginkan yang 

mampu dicapai, berkaitan dengan parameter yang diterapkan 

4. Standar adalah spesifikasi dan fungsi atau tujuan yang harus dipenuhi oleh 

suatu sarana pelayanan kesehatan. Agar memperoleh pelayanan yang 

maksimal. 

 

C. Asas-asas Pelayanan Kesehatan 

Bilamana ditinjau dari kedudukan para pihak di dalam pelayanan 

kesehatan, dokter dalam kedudukannya selaku profesional di bidang medik 

yang harus berperan aktif, dan pasien dalam kedudukannya sebagai penerima 

layanan kesehatan yang mempunyai penilaian terhadap penampilan dan mutu 

pelayanan kesehatan yang diterimanya. Hal ini disebabkan, dokter bukan 

hanya melaksanakan pekerjaan melayani atau memberi pertolongan semata-

mata, tetapi juga melaksanakan pekerjaan profesi yang terkait pada suatu kode 

etik kedokteran. Dengan demikian dalam kedudukan hukum para pihak di 

                                                             
27 Abdul Bari Saifudin, Op.Cit., h. 23. 
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dalam pelayanan kesehatan menggambarkan suatu hubungan hukum dokter 

dan pasien, sehingga di dalam pelayanan kesehatan pun berlaku beberapa asas 

hukum yang menjadi landasan yuridisnya. 

Menurut Veronica Komalawati yang mengatakan bahwa, asas-asas 

hukum yang berlaku dan mendasari pelayanan kesehatan dapat disimpulkan 

secara garis besarnya sebagai berikut:
28

 

1. Asas Legalitas 

Asas ini pada dasarnya tersirat di dalam Pasal 23 ayat (1), (2) dan 

(3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang 

menyatakan bahwa: 

a) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan 

b) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tenaga kesehatan wajib 

memiliki izin dari pemerintah. 

c) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tenaga kesehatan wajib 

memiliki izin dari pemerintah. 

2. Asas Keseimbangan 

Menurut asas ini, penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus 

diselenggarakan secara seimbang antara kepentingan individu dan 

kepentingan masyarakat, antara fisik dan mental, antara material dan 

spiritual. Di dalam pelayanan kesehatan dapat pula diartikan sebagai 

keseimbangan antara tujuan dan sarana, antara sarana dan hasil, antara 

                                                             
28 Veronica Komalawati, Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terepeutik (Persetuajuan 

Dalam Hubungan Dokter dan Pasien); Suatu Tinjauan Yuridis, (Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 2002), h. 

126-133. 
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manfaat dan risiko yang ditimbulkan dari pelayanan kesehatan yang 

dilakukan. Dengan demikian berlakunya asas keseimbangan di dalam 

pelayanan kesehatan sangat berkaitan erat dengan masalah keadilan. 

Dalam hubungannya dengan pelayanan kesehatan, keadilan yang 

dimaksud sangat berhubungan dengan alokasi sumber daya dalam 

pelayanan kesehatan.  

3. Asas Tepat Waktu 

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, asas tepat waktu ini 

merupakan asas yang cukup krusial, oleh karena sangat berkaitan dengan 

akibat hukum yang timbul dari pelayanan kesehatan. Akibat kelalaian 

dokter untuk memberikan pertolongan tepat pada saat yang dibutuhkan 

dapat menimbulkan kerugian pada pasien. Berlakunya asas ini harus 

diperhatikan dokter, karena hukumnya tidak dapat menerima alasan 

apapun dalam hal keselamatan nyawa pasien yang terancam yang 

disebabkan karena keterlambatan dokter dalam menangani pasiennya. 

Berlakunya asas ini harus diperhatikan dokter, karena hukumnya tidak 

dapat menerima alasan apapun dalam hal keselamatan nyawa pasien yang 

terancam yang disebabkan karena keterlambatan dokter dalam menangani 

pasiennya.  

4. Asas Ikhtiad Baik 

Asas itikad baik ini pada dasarnya bersumber pada prinsip etis 

untuk berbuat baik pada umumnya yang perlu pula diaplikasikan dalam 

pelaksanaan kewajiban dokter terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan. 

Dokter sebagai pengemban profesi, penerapan asas itikad baik akan 
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tercermin pada sikap penghormatan terhadap hak-hak pasien dan 

pelaksanaan praktik kedokteran yang selalu patuh dan taat terhadap 

standar profesi. Kewajiban untuk berbuat baik ini tentunya bukan tanpa 

batas, karena berbuat baik harus tidak boleh sampai menimbulkan 

kerugian pada diri sendiri. 

5. Asas Kejujuran 

Kejujuran merupakan salah satu asas yang penting untuk dapat 

menumbuhkan kepercayaan pasien kepada dokter dalam pelayanan 

kesehatan. Berlandaskan asas kejujuran ini dokter berkewajiban untuk 

memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien, yakni 

sesuai standar profesinya. Penggunaan berbagai sarana yang tersedia pada 

institusi pelayanan kesehatan, hanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan 

pasien yang bersangkutan. Di samping itu, berlakunya asas ini juga 

merupakan dasar bagi terlaksananya penyampaian informasi yang benar, 

baik dari pasien maupun dokter dalam berkomunikasi. Kejujuran dalam 

menyampaikan informasi sudah barang tentu akan sangat membantu 

dalam kesembuhan pasien. Kebenaran informasi ini sangat berhubungan 

dengan hak setiap manusia untuk mengetahui kebenaran.  

6. Asas Kehati-hatian 

Kedudukan dokter sebagai tenaga profesional di bidang kesehatan, 

mengharuskan agar tindakan dokter harus didasarkan atas ketelitian dalam 

menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam pelayanan kesehatan. 

Karena kecerobohan dalam bertindak yang mengakibatkan terancamnya 

jiwa pasien, dapat berakibat dokter terkena tuntutan pidana. Dalam 
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pelaksanaan kewajiban dokter, asas kehati-hatian ini diaplikasikan dengan 

mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien terutama hak atas 

informasi dan hak untuk memberikan persetujuan yang erat hubungannya 

dengan informed consent dalam transaksi terapeutik. 

7. Asas Kesamaan 

Salah satu asas yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang 

No. 36 tahun 2009 adalah asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban, 

yang secara tersirat di dalamnya terkandung asas kesamaan. Hal ini dapat 

diinterpretasikan dari Penjelasan Pasal 2 angka (9) yang berbunyi:  “Asas 

penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa pembangunan 

kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai 

bentuk kesamaan kedudukan hukum”.
29

 Pelayanan kesehatan yang 

berdaya guna dan berhasil guna hanya dapat tercapai bilamana ada 

keterbukaan dan kesamaan kedudukan dalam hukum antara dokter dan 

pasien dengan didasarkan pada sikap saling percaya. Sikap tersebut dapat 

tumbuh apabila dapat terjalin komunikasi secara terbuka antara dokter dan 

pasien, di mana pasien dapat memperoleh penjelasan dari dokter dalam 

komunikasi yang transparan. 

 

D. Pelayanan Publik 

Membicarakan pelayanan berarti membicarakan suatu proses kegiatan 

yang konotasinya lebih kepada hal yang abstrak (Intangible). Pelayanan 

adalah merupakan suatu proses, proses tersebut menghasilkan suatu produk 

                                                             
29 Veronica Komalawati, Ibid.,  h. 126-133. 
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yang berupa pelayanan, yang kemudian diberikan kepada pelanggan. Istilah 

pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong menyediakan 

segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada 

dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim 

dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan 

manusia.
30

 

Istilah publik berasal dari bahasa Inggris public yang berarti umum, 

masyarakat,negara. Kata public sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa 

Indonesia baku menjadi publik yang dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia 

berarti umum, orang banyak, ramai.
31

 Yang kemudian pengertian pelayanan 

publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang 

atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sendiri 

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik 

atau pelayanan umum dapat didefenisikan sebagai segala bentuk jasa 

pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada 

prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah 

di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan 

Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat 

maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
32

 

                                                             
30Lijan Poltak Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan dan Implementasi, 

cet.Ke-5, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 3. 
31Zain Badudu, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 781-

782. 
32Ratminto, dan Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 

h. 5. 
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Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 63 Tahun 2003 telah dijelaskan bahwa pengertian pelayanan 

publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

penerima pelayanan maupun pelaksanaan kebutuhan peraturan perundang-

undangan. 

Definisi mengenai apa itu kebijakan publik mempunyai makna yang 

berbeda-beda, sehingga pengertian-pengertian tersebut dapat diklasifikasikan 

menurut sudut pandang masing-masing Penulisnya. Berikut ini beberapa 

definisi tentang kebijakan publik:  

Menurut Thomas R. Dye, Kebijakan publik dikatakan sebagai apa 

yang tidak dilakukan maupun apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pokok 

kajian dari hal ini adalah negara. Pengertian ini selanjutnya dikembangkan dan 

diperbaharui oleh para ilmuwan yang berkecimpung dalam ilmu kebijakan 

publik. Definisi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye ini dapat 

diklasifikasikan sebagai keputusan (decision making), di mana pemerintah 

mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk 

keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinyasuatu persoalan 

publik.
33

 

Selanjutnya menurut Amir Santoso, pada dasarnya pandangan 

mengenai kebijakan publik dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu:  

                                                             
33Drs. Hessel Nogi S. Tangkilisan, MSi, Teori dan Konsep Kebijakan Publik, dalam Kebijakan 

Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus, (Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI, 2003), h. 1. 
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1. Pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik sebagai tindakan-

tindakan pemerintah. Semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai 

kebijakan publik. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai decision 

making di mana tindakan-tindakan pemerintah diartikan sebagai suatu 

kebijakan.  

2. Pendapat ahli yang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan 

kebijakan. Kategori ini terbagi dalam dua kubu, yakni:  

a. Mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan 

pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu dan 

mereka yang menganggap kebijakan public sebagai akibat-akibat yang 

bisa diramalkan atau dengan kata lain kebijakan publik adalah serangkaian 

instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang 

menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. 

Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai decision making oleh 

pemerintah dan dapat juga diklasifikasikan sebagai interaksi negara 

dengan rakyatnya dalam mengatasi persoalan publik. 

b. Kebijakan publik terdiri dari rangkaian keputusan dan tindakan. Kebijakan 

public sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan 

akibat-akibat yang bisa diramalkan. Definisi ini dapat diklasifikasikan 

sebagai decision making di mana terdapat wewenang pemerintah 

didalamnya untuk mengatasi suatu persoalan publik. Definisi ini juga 

dapat diklasifikasikan sebagai intervensi antara Negara terhadap rakyatnya 

ketika negara menerapkan kebijakan pada suatu masyarakat.
34
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Dari berbagai pengertian yang dikemukakan oleh para pakar di atas, 

kebijakan publik identik dengan regulasi atau aturan atau dapat diartikan 

sebagai suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang harus 

dipahami secara utuh dan benar. Kebijakan publik diawali dengan adanya isu 

yang menyangkut kepentingan bersama dimana dipandang perlu untuk diatur 

melalui formulasi kebijakan dan disepakati oleh legislatif dan eksekutif untuk 

ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik, apakah menjadi Undang-Undang, 

apakah menjadi Peraturan kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum 

yang harus ditaati. 


